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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Saat [saac Newton melihat apel jatuh, ia belajar arti gravitasi. Saat diri kita jatuh,
kita belajar arti hidup.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Alam Nasyrah: 6)

Hidup kita terlalu penting untuk digunakan menua dalam kekhawatiran

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

O Kedua Orang Tuaku yang tiada henti memberikan
cinta, dukungan moril, material dan juga spiritual.

i ! Adikku serta keluarga besarku

-1 Civitas Akademika Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya

jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul Evaluasi Kesiapan Administrasi
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Penulisan skripsi ini dibagi
dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab Il Tinjauan Pustaka, Bab III
Gambaran Umum Perusahaan, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V

Kesimpulan dan Saran.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh
melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota

Palembang dan dari website Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang telah mempersiapkan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan yang pemungutannya akan dilakukan mulai tahun 2012 ini. Administrasi
yang dipersiapkan antara lain Peraturan Daerah, Organisasi, Sumber Daya Manusia,

dan Sarana, Prasarana, dan Teknologi.

Penulis Berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi Dinas
Pendapatan Daerah dalam mempersiapkan administrasi pemungutan PBB dan bahan

masukan akademis bagi penelitian selanjutnya.

Penulis

Rani Septalisa
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Evaluasi Kesiapan Administrasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas hal-hal apa saja yang menjadi fokus utama Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang terkait dengan kesiapan pengadministrasian
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan disahkannya Undang-
undang No 28 tahun 2009, mulai Tahun 2014 PBB akan sepenuhnya ditangani oleh
pemerintah daerah. Permasalahan yang ada adalah bagaimana pemerintah daerah
mengatur kesiapan-kesiapan administrasi pemungutan tersebut agar potensi pajak
dapat tergali lebih dalam oleh pemerintah daerah. Tujuan penulisan ini adalah
menjelaskan apa saja yang telah dipersiapkan pemerintah daerah dalam hal
mengadministrasikan PBB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain
deskriptif. Data penelitian bersumber dari wawancara mendalam pada pihak Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang telah mempersiapkan regulasi, sumber daya manusia, sarana
dan prasarana, serta keyakinan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
mampu mengelola PBB. Sedangkan upaya yang dapat dioptimalkan untuk
meningkatkan potensi PBB adalah dengan memperluas basis pajak serta penerapan
sanksi yang dapat mengurangi tax evasion.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Administrasi Pemungutan, Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang.
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Evaluation of Administration Preparation on Collecting Land and Proprety Tax
Based on Regulation 28/2009 at Revenue Department in Palembang

ABSTRACT

This research discusses what things are the main focus of Revenue
Department in Palembang relating to readiness of the administration of Land and
Property Tax (PBB) collection efforts and what it can optimize the potential of PBB.
After post Law 28/2009, as of 2014 PBB will be fully handled by local governments.
The problem that exist is how local governments regulate the readiness of the
administration of tax collecting so that potential can be tapped more deeply by the
local government. The purpose of this paper is to explain what things are prepared in
local government in administering PBB. This research is qualitative descriptive
design. The data comes from in-depth interview on the Revenue Department in
Palembang.

Based on the results of this study concluded that the Revenue Department in
Palembang prepared the regulations, human resources, facilities and infrastructure, as
well as the convinction that the Revenue Department in Palembang is able to
manage PBB. While the effort can be optimized to increase the potential for PBB is
to broaden the tax base and the application of sanctions that could reduce the tax
Evasion.

Key words : Land and Property Tax, Tax Administration Collection, Revenue
Department in Palembang
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era otonomi dacrah sudah mulai berlaku efektif sejak tahun 2001, Pemerintah
Pusat telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Daerah
(Pemda). Namun, pelimpahan kewenangan dari sisi expenditure assignment tersebut
ternyata belum disertai dengan pelimpahan kewenangan yang cukup memadai dari
sisi penerimaan (revenue assignment). Sebagai contoh, Pemda diberikan tugas untuk
melayani kepentingan publik seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan
infrastruktur namun dari sisi penerimaan, Pemda memiliki keterbatasan dalam
mencari dana untuk membiayai tugas tersebut. Akibat adanya ketimpangan antara
sisi penerimaan dan pengeluaran ini, Pemda menjadi sangat tergantung kepada dana
transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat. Hal ini tentu saja belum
mencerminkan daerah yang otonom.

Koswara (2000:5) dalam Abdalla (2010) mengatakan ciri utama yang
menunjukkan suatu daerah otonom yang mampu berotonomi terletak pada
kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan
kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelengggaraan pemerintahan di daerahnya. Ketergantungan pada bantuan
Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD)

harus menjadi sumber keuangan yang terbesar, yang didukung oleh kebijaksanaan

perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem

pemerintahan Negara. Dana atau biaya pembangunan daerah padé | dasamyé.‘.v."'“i’ |
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didukung oleh tiga kelompok sumber dana yaitu dana yang berasal dari Pendapatan

Asli Daerah, Alokasi dari Pusat, dan Dana melalui Investasi Swasta.

Sumodiningrat (1997:44) dalam Abdalla (2010) mengungkapkan bahwa
makin meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
daerah kepada masyarakat akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam
melaksanakan kegiatan ekonominya dan meningkatkan kesadaran masyarakat
membayar pajak dan retribusi. Dengan pelimpahan kewenangan dan pembiayaan
aktivitas pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang tentunya juga membawa
konsekuensi lebih besar di daerah serta ruang lingkup pelayanan yang lebih luas
tentu membutuhkan tingkat pelayanan dan pembiayaan yang lebih banyak dengan
kualitas yang memadai, efisien, dan efektif. Namun kewenangan tersebut dapat
dijalankan dengan baik apabila didukung oleh kesiapan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas, kelembagaan yang efektif dan pendanaan yang memadai

serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Pemerintah Pusat terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan fiskal
daerah dengan mengkaji basis-basis pajak yang cukup potensial dan secara kriteria
tepat untuk dijadikan pajak daerah. Agenda penyerahan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) ke daerah adalah upaya yang tepat untuk meningkatkan kekuatan pajak
daerah. Dari segi basis pajak, PBB tidak memiliki mobilitas yang tinggi sehingga
memudahkan Pemda untuk memungutnya. Wajib Pajak tidak dapat merelokasi

asetnya dari suatu daerah yang beban pajaknya tinggi ke suatu daerah yang beban

pajaknya lebih rendah. Wahyuni (2010).



Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (PDRD) sebagai pengganti UU No 18 tahun 1997 dan UU No 34 tahun 2000
disahkan oleh DPR pada tanggal 15 September 2009. Pengesahan Undang-undang
ini menandai momentum penting penyerahan otonomi yang seluas-luasnya di bidang
ekonomi dan fiskal. Penerapan undang-undang ini setidaknya memiliki beberapa
tujuan antara lain: pertama, Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah
dalam bidang perpajakan dan retribusi sejalan dengan makin besarnya tanggung
jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat; kedua, Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus
memperkuat otonomi daerah; ketiga, Memberikan kepastian kepada dunia usaha
mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan memperkuat dasar hukum pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 tersebut, terdapat beberapa materi
penambahan pajak bagi daerah, ada empat penambahan pajak bagi daerah
diantaranya satu jenis pajak provinsi dan tiga jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak
provinsi yang baru tersebut adalah pajak rokok sedangkan tiga jenis pajak
kabupaten/kota yang baru adalah PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Sarang Burung Walet.
Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada satu lagi jenis penambahan pajak yaitu
Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi. Dengan demikian,
secara keseluruhan terdapat enam belas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak

provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota.



Berdasarkan UU No 28 tahun 2009, pengalihan BPHTB mulai efektif berlaku
1 Januari 2011 sedangkan untuk PBB P2 efektif diberlakukan 1 januari 2014, bagi
daerah yang sudah siap untuk memungut PBB P2, pemungutan bisa dilakukan
sebelum tahun 2014. Dua jenis pajak baru PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2).
Sementara sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) tetap menjadi
kewenangan pemerintah pusat serta BPHTB. “Baru” disini maksudnya adalah jenis
pajak ini sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat sekarang akan diberikan kepada
pemerintah daerah. Sampai tahun 2009, PBB masih dipungut oleh pusat, namun
demikian penerimaan dari pajak ini hampir seluruhnya dibagihasilkan kepada pemda
melalui Dana Bagi Hasil Pajak, yaitu 90 persen dari total penerimaan PBB. Adapun
proporsi untuk provinsi daerah adalah sebesar 16,2 persen, kabupaten/kota sebesar
64,8 persen dan 9 persen untuk upah pungut. 10 persen untuk pemerintah pusat
tersebut, 6,5 persen dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota dan
sisanya 3,5 persen dibagi berdasarkan realisasi penerimaan PBB yang berhasil

melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan tahun anggaran sebelumya.

Sebelumnya, perhitungan PBB menurut UU No 12 Tahun 1994 dilakukan
dengan mengalikan tarif dan NJKP (Nilai Jual Kena Pajak), dimana besar tarif adalah
0,5 persen dan besarnya NJKP adalah 20-40 persen. NJOP tidak kena pajak untuk
setiap daerah setinggi-tingginya Rp 12 Juta, sedangkan menurut UU No 28 Tahun
2009, besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10 Juta
untuk setiap wajib pajak dan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling
tinggi sebesar 0,3 persen. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalikan tarif
dengan selisih NJOP dan NJOP tidak kena pajak. Dengan demikian, semakin tinggi

NJOP tidak kena pajak akan semakin ringan pembayaran PBB yang harus



ditanggung masyarakat sehingga akan semakin tinggi insentif yang diberikan

pemerintah kabupaten dan kota kepada dunia usaha.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang dapat
membuat perubahan yang cukup signifikan terhadap laju pembangunan. Pajak Bumi
dan Bangunan juga bisa dijadikan suatu pedoman akan menentukan suatu daerah
tersebut merupakan daerah yang baik dan strategis untuk menjalankan usaha.
Kontribusi PBB terus meningkat setiap tahunnya. Nantinya kabupaten/kota
mempunyai target sendiri dimasukkan dalam APBD. Untuk kota Palembang,
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada tahun 2011 (minggu
ke 3 bulan oktober) mencapai Rp 59.293.522.789 atau 112,81% dari target yaitu

sebesar Rp 52.561.105.304



Tabel 1.1

TARGET DAN REALISASI PBB DAN BPHTB KOTA PALEMBANG

TAHUN 2006 S.D 2011*

*minggu ke 3 oktober untuk PBB

Uraian /Sektor 2007 2008 2009 2010 2011
PBB
Perkotaan
Target 38.100.000.000 | 43.960.000.000 57.701.327.000 56.800.214.000 52.561.105.304
Realisasi 54.318.152.318 | 47.524.783.816 51.782.924.426 58.284.767.101 59.293.552.789
Prosentase 142.57% 108,11% 89,74% 102.61% 112,81%
Pertambangan
Target 25.468.000.000 | 27.726.324.000 24.360.180.000 25.759.854.107 29.710.985.984
Realisasi 27.437.000.000 | 25.917.138.260 24.360.179.804 21.230.651.979 14.921.775.000
Proscntase 107,73% 93,47% 100,00% 82,42% 50,22%
BPHTB
Target 21.800.000.000 | 32.990.000.000 46.714.229.000 49.440.337.000 53.697.321.300
Realisasi 29.760.016.982 | 39.618.624.625 47.694.611.732 329.896.396.940 70.011.889.900
Prosentase 136,51% 120,09% 102,10% 667,26% 130,38%
Jumlah A dan
B
Target 85.368.000.000 | 104.676.324.000 128.775.736.000 132.000.405.107 135.969.322.588
Realisasi .515.169. .060.546. .837.715.

ealisasi :)I 1.515.169.30 | 113.060.546.701 123.837.715.962 409.411.816.020 144.217.187.689
Prosentase 130,63% 108,01% 96.17% 310,16% 106,06%

Sumber : http//dispenda.palembang.go.id/

Besarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk Perkotaan

tersebut disadari oleh Pemerintah Kota Palembang bahwa ini adalah sebuah potensi

yang harus segera dioptimalkan. Maka dari itu, Pemerintah Kota Palembang ingin




melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada tahun 2012 ini
walaupun jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat masih 2 tahun lagi,
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No 28 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah pusat sepenuhnya menyadari bahwa agenda pengalihan PBB ini
merupakan sebuah pekerjaan besar, selain akan dihadapkan pada beberapa kendala,
rencana ini juga membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang agar prosesnya
dapat berjalan baik dan memberikan hasil yang optimal. Pekerjaan besar tersebut
meliputi bagaimana pengadministrasian PBB yang tidak hanya memerlukan fasilitas
dan sistem yang memadai, tetapi juga memerlukan kesiapan SDM pada pemda yang
nantinya akan melaksanakan pengadministrasian PBB secara otonom. Secara lebih
rinci, pengadministrasian PBB memerlukan sebuah database yang up to date
(mengenai objek pajak yang berisi peta tanah, nilai aset dan kepemilikan tanah
sebagai basis pajak), sistem administrasi berbasis komputer, manual/petunjuk

pelaksanaan dan sumber pendanaan yang cukup besar.

Dalam sistem administrasi PBB saat ini, dikenal sistem informasi manajemen
objek pajak (sismiop) yang merupakan otak dalam proses administrasi PBB. Disatu
sisi, SDM juga harus segera dipersiapkan. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
sudah memiliki tenaga fungsional penilai, tenaga pemetaan/pengukuran, dan
surveyor. Sedangkan infrastruktur yang dimiliki DJP antara lain : basis data objek
pajak dan subjek PBB, NJOP, data penerimaan, tunggakan, penagihan, peta blok,

peta ZNT, aplikasi SISMIOP, SIG, dan Bank Data Nilai Pasar Property (BDNPP).



Melihat banyaknya komponen yang harus dipersiapkan  dalam
penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan, Penulis dalam hal ini akan mengkaji
hal-hal yang menjadi fokus preparasi pemerintah daerah kota Palembang dalam
mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai akan
dilaksanakan pada tahun 2012 ini. Pemilihan site penelitian yakni yang berlokasi di
Palembang, dikarenakan selain sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan di provinsi
Sumatera Selatan, Palembang juga merupakan penentu keberhasilan suatu
pelaksanaan kebijakan baru tersebut terutama bagi daerah-daerah di Sumatera
Selatan. Jika dalam hal ini Palembang telah mempunyai strategi tertentu menanggapi
kesiapan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah, sehingga
penerapan kebijakan tersebut terselenggara dengan baik, efektif, efisien, maka daerah
lain akan mengikuti pola yang sama dengan Palembang dalam merespon bagaimana

menyusun kesiapan suatu kebijakan baru.
1.2. Perumusan Masalah

Dengan ditetapkannya undang-undang yang salah satunya mengatur tentang
dialihkannya PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah, tentunya diperlukan
persiapan yang matang dari Pemda, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah.
Peralihan tersebut diharapkan tidak mengurangi penerimaan Pemda yang bersumber
dari PBB, dimana selama ini penerimaan PBB didapatkan lewat mekanisme Dana

Bagi Hasil. Untuk itu, permasalahan dirumuskan dalam pertanyaan berikut, yaitu:

1. Bagaimana kesiapan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang untuk

mengoptimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di kota Palembang?



1.3. Tujuan Penclitian
Sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti, maka penelitian ini dilakukan
dengan tujuan antara lain:
1. Mengetahui kesiapan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang.
2. Mengetahui Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang untuk
mengoptimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Studi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat tambahan pengetahuan dan wawasan
akademis bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada
Pemerintah Daerah apakah sistem pemungutan administrasi yang sedang
dirumuskan telah sesuai dengan keadaan dan kompleksitas suatu daerah

dalam mengoptimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan yang diperlukan
sebagai acuan untuk mencari hasil penelitian yang sesuai dengan harapan dan
kenyataan. Menurut Sugiono (2009 : 02) metodologi penelitian pada dasarnya

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu.



Dalam sub-bab ini, metodologi yang dijabarkan antara lain : pendekatan penelitian,
jenis penelitian, metode dan strategi penelitian, dan pembatasan penelitian.

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan maka pendekatan yang digunakan dalam
penelitian analisis ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian secara holistic, dengan cara deskripsi dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong, 2009 : 04). Pendekatan
kualitatif dalam penelitian ini dipilih agar konteks permasalahan bisa dipahami
dengan lebih mendalam dan menyeluruh khususnya tentang pemungutan dan
administrasi PBB berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pada dinas pendapatan daerah
kota Palembang, dengan pendekatan ini dapat diketahui sejauh mana kesiapan dinas

pendapatan daerah untuk melaksanakan pemungutan PBB pada tahun 2012 ini.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya
pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan
akademis, penulis menggunakan penelitian ini karena berorientasi pada ilmu
pengetahuan.

2. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif.
Menurut Sukmadinata (2006 : 72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk
penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena

10



tersebut bisa berupa bentuk, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan

dan perbedaaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Penulis menggunakan penelitian deskriptif karena penulis mencoba untuk
memaparkan perihal kesiapan dinas pendapatan daerah kota Palembang dalam
mempersiapkan administrasi pemungutan PBB dan upaya apa yang harus dilakukan
dinas pendapatan daerah kota Palembang dalam hal mengoptimalkan penerimaan

PBB.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton (2002:4), data kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bentuk,
yaitu : interview (wawancara), observation (pengamatan), documents (dokumen).
Sementara itu menurut Lexy J. Moleong (2009:112), sumber data dalam penelitian
kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengumpulkan
data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang
dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang dan data sekunder yaitu data
yang telah ada di Dispenda seperti sejarah Dispenda, struktur organisasi Dispenda.

Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Reesearch)

Penelitian kepustakaan merupakan proses untuk mendapatkan dasar-dasar teori
mengenai yang sedang diteliti. Metode studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk
memperoleh data yang teoristis yang berhubungan dengan judul yang dipilih,
maka penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang

berhubungan dengan persoalan-persoalan yang diteliti. Studi Kepustakaan terdiri
dari:
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Penulis membaca dan mempelajari buku-buku untuk mendapatkan data
sekunder sebagai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam
bahasan. Buku-buku acuan/pegangan dan karangan ilmiah atau karangan
umum.

Jurnal hasil penelitian, laporan atau dokumen lain yang relevan.

2. Penelitian Lapangan

a.

Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan
dengan mencatat pola prilaku subjek (orang), objek (benda), atau
kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi
dengan individu-individu yang diteliti. Type observasi yang yang akan
dilakukan oleh penulis adalah tipe observasi langsung terhadap aktivitas
yang berhubungan dengan Persiapan peralihan PBB yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang.

Wawancara

Wawancara adalah untuk mendapatkan data atau informasi secara
langsung bertatap muka dengan sumber data. Dalam pelaksanaannya,
pewawancara menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan untuk
memudahkan dalam menggali informasi.Namun pertanyaan yang akan
disampaikan dapat juga dilakukan tanpa terencana atau terukur yang
disesuaikan dengan kondisi lapangan yaitu dengan pihak Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang khususnya dengan bagian yang

berhubungan dengan objek penelitian.
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1.5.4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang
Kesiapan Administrasi Pemungutan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang. Data yang didapat akan dianalisis lalu dibandingkan dengan landasan

teori yang ada sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

1.5.5. Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan jawaban sementara peneliti terhadap penelitian yang
dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis ini harus diuji. Dalam penelitian
kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan (suggested, recomended) sebagai satu
panduan dalam proses analisis data. Dalam penelitian ini hipotesis awal yang

digunakan, yaitu :

1. Dalam hal kesiapan administrasi pemungutan pajak Bumi dan Bangunan
Pemerintah kota Palembang adalah kesiapan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah mendukung pendaerahan pajak Bumi dan
Bangunan, kesiapan kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia
(SDM), dan kesiapan sarana, prasarana dan teknologi.

2. Dalam hal upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah guna
mengoptimalkan potensi pajak bumi dan bangunan adalah dengan
membuat kebijakan NJOP, kebijakan NJOPTKP, mengakurasikan data,

mengejar wajib pajak mampu yang menunggak, dan menjalin hubungan

baik dengan wajib pajak.
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1.5.6. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terbatas membahas mengenai
kesiapan Administrasi pemungutan PBB di kota Palembang dan upaya-upaya yang
akan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk
mengoptimalkan penerimaan PBB. Penelitian dibatasi sampai dengan bulan Maret

2012.

1.5.7. Lokasi Penelitian

Jalan Merdeka No 21 Palembang.
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1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan studi ini tersusun dalam enam bab, yaitu:

Bab [ PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah yang mendasari studi ini, perumusan
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan penelitian.

Bab 1I TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka berupa teori yang mendasari studi, terutama
konsep pajak secara umum, PBB, dan konsep administrasi perpajakan, serta
penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan kerangka pemikiran.

Bab 11 GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan gambaran/deskripsi umum objek penelitian. Gambaran umum
yang dijelaskan yaitu terkait dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang,
bagaimana dampak berlakunya UU No 28 Tahun 2009 bagi Pajak Bumi dan
Bangunan dan bagi Dinas Pendapatan Daerah.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis data dan informasi yang diperoleh dari hasil
wawancara dan studi kepustakaan. Dengan demikian akan diperoleh suatu hasil
analisa yang akan dipergunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan dan saran atas
penelitian.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan umum penulisan, saran/rekomendasi kebijakan yang dapat

diberikan.
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